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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Pertanggungjawaban pidana pelaku korupsi proyek pengadaan barang 

dan jasa pemerintah kota sawahllunto dalam Putusan Perkara Nomor 

21/Pid.Sus-TPK/2018/PN-Pdg adalah berdasarkan perbuatan melawan 

hukum terdakwa tellah melanggar ketentuang Pasal 3 jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) tahun 

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanansementara dengan 

perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar 

Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan 

Penjara 

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana korupsi proyek pengadaan barang dan jasa senapan angin pada  

Perkara Putusan Nomor 21/Pid-Sus-TPK/2018/PN-Pdg bahwa hakim 

mempertimbangkan dari aspek pertimbangan yuridis dan non yuridis, 

baik dari perbuatan terdakwa yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa, yaitu sebagai berikut : 

a. Pertimbangan Yuridis 
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Berdasarkan pada fakta-fakta dalam proses persidangan yang 

merupakan adanya alat-alat bukti dihadirkan terdiri dari dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, 

keterangan ahli, barang bukti dan terpenuhinya unsur-unsur pasal 

perbuatan terdakwa yang melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi 

b. Pertimbangan Non Yuridis 

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan 

terdakwa, yaitu : 

Keadaan yang memberatkan: 

a. Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah 

dalam memberantas tindak pidana korupsi 

Keadaan yang meringankan: 

a. ParaTerdakwa berlaku sopan di persidangan;  

b. Para Terdakwa belum pernah dihukum. 
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B. SARAN 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun saran penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya sanksi yang lebih tegas terhadap para pelaku korupsi ini, karena 

sesorang tidak akan berani melanggar peraturan apabila sanksinya ketat dan 

tegas, banyaknya pelaku korupsi di negeri ini disebabkan karena kurang 

tegasnya sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dan penulis 

meminta adanya integritas dari para pejabat. "Selama pemerintah tidak 

memperbaiki diri, sebanyak apapun KPK melakukan OTT tidak akan dapat 

menjaga orang perorangan. Kembali lagi ke integritas diri masing-masing,” 

2. Hakim haruslah mempunyai pengetahuan yang luas, agar dalam putusannya 

tidak hanya berdasarkan pada isi surat dakwaan Penuntut Umum semata 

tetapi dapat menafsirkan kasus-kasus secara cermat, dan diharapkan dalam 

menjatuhkan putusan hendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa 

memandang kedudukan dan hubungan kekeluargaan terdakwa. Berdasarkan 

atas keadilan yang nantinya dapat berguna didalam kehidupan masyarakat. 
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